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ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i, menyebutkan bahwa khuluk
adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan
atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami. Khuluk memiliki ciri khusus yang
membedakannya dengan perceraian lain, yakni dalam hal iwadh yang menjadi
rukun khuluk. Iwadh diwajibkan bagi istri sebagai bentuk tebus talak atau
kompensasi kepada suami. Jika dilihat dari aturan hukum Islam sebagaimana
dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijmak, uang iwadh ini harusnya diberikan kepada
suami, dengan penetapan jumlah yang telah disetujui bersama sebagai bentuk
tebusan atas diri istri agar suami dapat menalaknya. Namun, aturan Iwadh dalam
Keputusan MENAG RI No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang
Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam, dibebankan
sebesar Rp.10.000., yang dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana
kesepakatan suami istri terhdap jumlah iwadh tersebut. Kemudian disebutkan juga
bahwa uang tersebut nantinya akan didistribusikan sebagai bantuan untuk kegiatan
ibadah sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting diteliti tentang
bagaimana implementasi aturan iwadh. Oleh karena itu, skripsi ini menjawab
pertanyaan, Pertama, Bagaimana implementasi aturan pembayaran dan
pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa. Kedua, Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap implementasi aturan pembayaran dan
pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (field research)
yang dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan sifat penelitian deskriptif-
analitis, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara, pengumpulan dokumen atau berkas yang dibutuhkan dan
mengambil rujukan dari beberapa sumber bacaan terkait yang mendukung
penelitian ini. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis-
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi aturan pembayaran uang
iwadh dalam cerai khuluk di PA Tigaraksa sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang ada di Indonesia, lwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama akan
disalurkan kepada BAZNAS atau didistribusikan langsung kepada masjid terdekat
untuk digunakan demi kepentingan ibadah sosial. Namun terdapat beberapa
perbedaan aturan iwadh dalam hukum islam dan hukum positif, yang terletak pada
jumlah dan penyerahan iwadh, hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan alasan
yang melatarbelakangi perceraian. Kemudian, dalam hal uang iwadh yang
digunakan demi kepentingan ibadah sosial, dilakukan atas dasar persetujuan
suami. Didapatkan melalui pandangan hakim bahwa, implementasi iwadh di PA
Tigaraksa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kemudian melalui adanya sighat taklik, ditemukan adanya keselarasan tujuan
kemaslahatan yang dibentuk dalam hukum islam dan hukum positif.

Kata kunci: Implementasi, Khuluk, Iwadh, Distribusi.
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MOTTO

“Memperbaiki bukan untuk menutupi, tetapi mengubahnya menjadi versi
tersendiri seperti seni dalam kintsugi.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.
Dalama skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian

secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Nama Huruf latin
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B be
< ta’ Jr te
< sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
B ra’ R er
D Zai Z zet
2 Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ V4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
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= fa’ F ef
K Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
O Nun N ‘en
5 Waw W W
° ha’ H Ha
e hamzah ‘ Apostrof
& ya’ Y Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah
52 23a ditulis muta’addidah
s ditulis ‘iddah
Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
FRE ditulis Hikmah
ale ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

BEENEES

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah,

maka ditulis t atau h.

LR ditulis Zakah al-Fitri
Vokal Pendek
e fathah ditulis a




Jad fa’ala
. kasrah ditulis _
K zukira
---{f}--- - - u
. dammah ditulis
dady yazhabu
E. Vokal Panjang
. fathah + alif ditulis a
il ditulis jahiliyyah
5 fathah + ya’ mati ditulis a
Ol ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis 1
AR ditulis karim
A dammah + wawu mati ditulis a
(a3 8 ditulis furid
F. Voka Rangkap
| fathah + ya’ mati ditulis ai
Re ditulis bainakum
5 fathah + wawu mati ditulis au
J3 ditulis gaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

R ditulis a’antum
R ditulis la’insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J), namum
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti huruf gamariyah.
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya



Sl ditulis al-Qur’an

okl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

S ditulis as-Sama’

] ditulis asy-Syams

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

=3 55 ditulis Zawi al-Furad
L Al ditulis Ahl as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan
huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital
yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat.
Contoh:
Sisalacs 353 Eaall las sy He Syahru Ramagdan al-lazi unzila fihi-

] al-Qur’an

Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif, dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

RO JRVER T T

O Wllae | il (g L) ) g 5 (e dlly 3525 0 jiiant g ddpinsd godes dll deall
O 268 s Al ey 3N san s Y)Y () g3l Al gala D alliay (e g Al Jae Dé dll 2
maal alug by dinia g all ey dens baws o Joa aglll Al gu )5 o2 Jaesa
()
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat atau menghalalkan
hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan rasa
kebahagiaan dalam berkeluarga yang diliputi rasa tentram dan penuh dengan
kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Hal ini selaras dengan tujuan
perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: ‘“Perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Hal ini juga sesuai dengan yang disebutkan
dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah”.?

Nyatanya dalam kehidupan berumah tangga, tak jarang kita jumpai
beberapa keluarga yang tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarganya
yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, keadaan dan faktor yang

menyebabkan timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Sehingga timbulnya

tUndang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.



konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dalam rumah tangga
menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan ralaq yang berarti
melepas tali perkawinan atau menghilangkan ikatan perkawinan. Kemudian
menurut figih, ralag diartikan sebagai melepaskan. Sedangkan secara istilah
diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan yang dikarenakan oleh suatu
sebab yang diputuskan salah satu atau kedua belah pihak, dan disahkan oleh
Negara melalui keputusan akhir yang ditetapkan oleh Hakim.® Sehingga dapat
disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu akibat lepasnya ikatan
perkawinan yang disebabkan dari keinginan salah satu atau kedua belah pihak
suami istri yang disahkan melalui putusan hakim, sehingga menghapuskan
ikatan pernikahan beserta hak-hak dan tanggung jawab yang mengikutinya.

Putusnya perkawinan melalui perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai
dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113 Kompilasi
Hukum Islam,* Bahwa perkawinan dapat diputus karena :

a. Kematian,
b. Perceraian, dan

c. Putusan Pengadilan.

Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di
Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Serang),” Syaksia: Jurnal Hukum Perdata IslamVol. 19:2 (26 September 2020),
https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3322, him. 426.

4Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.



Salah satu asalan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah
ditemukannya suatu kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat di
kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kasus ini
ditemukan saat peneliti sedang melakukan magang di KUA kecamatan
Kronjo yang mewilayahi tempat ditemukannya kasus ini. Menurut informasi
yang didapatkan melalui penghulu dan petugas KUA Kecamatan Kronjo,
dikatakan bahwa dalam jangka waktu 5-6 bulan di tahun 2020, ditemukan
sebanyak 3-4 kasus yang berkaitan dengan khuluk. Permasalahan menarik
yang ditemukan dalam kasus ini, terletak pada tindakan yang dilakukan suami
terhadap istri yang akan melakukan pengajuan gugat cerai ke Pengadilan
Agama, demi mendapatkan keputusan hukum yang sah baik secara islam
maupun dalam hukum positif.

Masalah yang terjadi dalam kasus ini timbul dari keegoisan suami
yang memaksa istri untuk dapat memberikan sejumlah uang dengan nominal
yang tidak sedikit. Diketahui dari 3-4 kasus yang ditemukan, jumlah uang
paling minimum yang diminta oleh suami sebesar Rp 10.000.000, dengan
menjadikan buku nikah milik istri sebagai jaminan. Dalam hal ini buku nikah
yang seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak sesuai dengan pembagian
buku nikah, justru dipegang seluruhnya oleh suami. Sehingga para istri dalam
kasus ini terjebak dalam status pernikahan, dan tidak bisa memenuhi syarat
untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam
mengajukan gugat cerai, hal yang menjadi pokok utama adalah alasan-alasan

dari perceraian yang diajukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974° jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975° jo
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.” Selaras dengan aturan tersebut,
Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya: “Wanita mana saja yang
menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya bau
surga.” (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi. Abu Dawud, dan Ibnu
Majah).®

Tetapi dikarenakan buku nikah merupakan salah satu syarat bukti
administrasi dalam mengajukan gugat cerai®, jika hal tersebut tidak dapat
terpenuhi dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, maka hal ini
akan menjadi penghambat bagi setiap istri untuk bisa bebas dari ikatan
pernikahan yang mendatangkan kemudaratan. Bahkan jika ditinjau dari segi
keadilan, nominal uang tebusan yang diminta oleh suami tidak masuk akal
dan sangat memberatkan istri.

Berdasarkan pada syarat buku nikah sebagaimana telah dijelaskan,

bisa saja dalam mengajukan perceraian digunakan alternative jalan lain

SUndang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

®Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

"Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh... hlm.
442.

8Sudono, “Penyelesaian Perceraian dengan Khuluk dan Akibat Hukumnya,” Pengadilan
Agama Blitar Kelas 1A, 15 Maret 2019, https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-
penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html akses 12 November 2021 pukul
09.25 WIB.

®Admin PAJS, “Syarat-syarat brosur,” Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/informasi-lainnya/syarat-syarat-brosur.html, akses 27
November 2021, pukul 11.38 WIB.



dengan menerbitkan duplikat buku nikah dari KUA. Hanya saja pemberian
duplikat buku nikah oleh KUA harus disertai dengan alasan-alasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 19
Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, seperti alasan buku nikah yang
rusak ataupun hilang. Kemudian pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa
pengajuan duplikat buku nikah disertai dengan surat laporan kehilangan dari
kepolisian setempat yang mewilayahi sebagaimana disebutkan.

Melalui berbagai tahap, syarat dan ketentuan lain yang menyertainya,
tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penyelesaian perceraian ini
dapat memakan waktu cukup panjang dan menyulitkan. Jika dilihat dari sudut
pandang hukum islam ataupun hukum positif, fenomena yang terjadi
dimasyarakat tersebut, dimana terjadi pengajuan gugat cerai istri yang disertai
dengan adanya sejumlah tebusan untuk diberikan kepada suami, hal ini bisa
disebut sebagai cerai khuluk yang disertai dengan uang iwadh. Tetapi jika
dilihat lebih jauh mengenai aturannya dalam hukum islam maupun hukum
positif, akan ditemukan beberapa perbedaan yang menjanggal. Sehingga, hal
ini lah yang menjadi salah satu faktor lain yang melatarbelakangi penelitian
ini. Peneliti merasa bahwa antara aturan dan konsep penerapan suatu hukum
disini belum bisa berjalan beriringan, ketidakselarasan yang terlihat bisa saja
disebabkan karena faktor ketidaktahuan antara salah satu atau kedua subjek

hukum mengenai aturan terkait.

10 pasal 35 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 19 tahun 2018 tentang
Pencatatan Perkawinan.



Beranjak dari kasus yang ditemukan tersebut, peneliti merasa hal ini
penting untuk diteliti, dengan melihat pada jangkauan yang lebih luas. Oleh
karena itu, peneliti melakukan penelitian dalam tingkat Kabupaten, dengan
melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sasaran penelitian ini
adalah untuk dapat menjelaskan implementasi aturan mengenai uang
tebusan/iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Tigaraksa, yang
kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum islam untuk nantinya dapat
ditemukan alasan yang menyebabkan adanya perbedaan yang timbul melalui
penjelasan yang mendukung, yang diambil dari beberapa sumber data yang
diperoleh selama melakukan penelitian.

Diketahui perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia tercatat dari
tahun 2017 menerima perkara sebanyak 50.517. Sedangkan pada tahun 2018
diketahui terdapat perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 327.814,
sehingga terjadi peningkatan hingga 7,50%.' Kemudian perkara bertambah

di tahun 2019 dengan total perkara sebanyak 404.456, sehingga perkara

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2018,” Era Baru Peradilan
Modern Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia),
https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709_FA MA _20119-_interactive.pdf. him. 115.



meningkat hingga 8,90%.'2 Setelah itu bertambah lagi di tahun 2020
sebanyak 10.007 sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,48%.

Pengadilan Agama Tigaraksa sendiri diketahui telah menerima jumlah
perkara perdata gugatan pada tahun 2017, sebanyak 5.365. Kemudian pada
tahun 2018, diterima sebanyak 6.252 sehingga terjadi peningkatan sebesar
14%. Setelah itu, pada tahun 2019 perkara yang masuk sebanyak 6.670,
sehingga terjadi peningkatan sebesar 6%. Kemudian pada tahun 2020 perkara
yang masuk sebanyak 12.590, sehingga terjadi peningkatan yang cukup pesat
sebesar 47%.'* Melihat terjadinya peningkatan yang cukup tinggi setiap
tahunnya, terhadap perkara yang masuk dalam perdata gugatan, hal ini dirasa
cukup menarik bagi peneliti, untuk melakukan penelitian di Pengadilan
Agama Tigaraksa.

Gugat cerai yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada khuluk,
yang merupakan salah satu jalan keluar bagi istri yang mengalami kemelut
rumah tangga. Hal ini juga diatur dalam Islam, berdasarkan pada firman Allah

SWT. QS. Al-Bagarah ayat 229, sebagai berikut:

12Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2019,” Keberlanjutan
Modernisasii Peradilan (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia),
https://mww.mahkamahagung.go.id/laptah/laptan2019/index.html#p=11. him. 117.

1%Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2020,” Optimalisasi
Peradilan Modern Berkelanjutan  (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia),
https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832.him. 120.

14pengadilan Agama Tigaraksa, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” https:/sipp.pa-
tigaraksa.go.id/statistik_perkara, akses 26 November 2021, pukul 23.14 WIB.
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Adapun dasar lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh beberapa
ulama ialah sabda Rasulullah SAW. Hadist ini merupakan sebab turunya ayat
di atas, dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari no. 4867 tentang kasus
istri Tsabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah
SAW. diriwayatkan sebagai berikut:
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Jd by alle @ e & Ol 06 a6 Aes 4o G0 A 4le

16 wle (B 48 B Y b s gl O ¢ Ak el 5 4,0y

Melalui ayat dan hadis di atas dapat diliha mengenai pembolehan
khuluk bagi istri dan adanya iwadh yang dijadikan sebagai syarat dalam
khuluk. Istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya tidak bisa ditalak
lagi, karena setelah istri mengajukan khuluk maka ia telah menjadi wanita

asing.!’” Dengan adanya khuluk, suami tidak memiliki kuasa atas diri istri

karena khuluk termasuk ke dalam kategori talak bain. Berkenaan dengan hal

15 Al-Bagarah (2): 229.

16Risalah Muslim by Mot, vasee, “HR. Bukhari: 4867 - Khuluk dan apa hubungannya
dengan talak ¢ RisalahMuslim,” RM, https://risalahmuslim.id/hadits/bukhari-4867/, akses 25
November 2021, pukul 11.25 WIB.

YMusthafa Diib Al-Bugha, At-Tadzhib fi Adillat Matan Matan Al-Ghayat wa At-Tagrib
All-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi AI-Figh Asy-Syafi’i, alih bahasa D.A Pakihsati, cet ke-XVII
(Solo: Media Zikir, 2021), him. 372.



ini, gugatan perceraian dapat diajukan langsung oleh istri atau diwakilkan
oleh kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggal penggugat.

Khuluk dikenal dengan adanya istilah uang tebusan ganti rugi atau
iwadh. Istilah iwadh dalam khuluk ini menunjukan kewajiban bagi istri yang
mengajukan cerai kepada suaminya dengan syarat tebusan ganti rugi atau
iwadh sesuai dengan apa yang pernah diterima istri (mahar). Islam
memberikan aturan terkait iwadh, seperti halnya penyerahan uang iwadh dan
penetapan jumlah uang yang disepakati kedua belah pihak.

Sebagaimana ayat dan hadits yang telah disebutkan, Islam mengatur
masalah tentang uang iwadh, yang diberikan istri kepada suami dengan
mengharuskan adanya kerelaan bersama antara suami dan istri dalam
penentuan jumlah dan bentuk iwadh, meskipun dalam hal ini masih terdapat
khilafiah diantara ahli fikih dalam penentuan jumlah dan bentuk iwadh yang
diberikan.

Berbeda dengan aturan dalam islam sebagaimana yang disebutkan
dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. yang dijelaskan bahwa uang
iwadh harusnya diserahkan langsung kepada suami dengan jumlah yang
ditetapkan atas keputusan bersama antara suami dan istri. Menurut hukum
positif, iwadh diatur dalam Keputusan MENAG RI No. 411 Tahun 2000
tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak

Bagi Umat Islam ditetapkan sebesar Rp.10.000., dalam hal ini tidak ada
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kesepakatan antara suami dan istri.*® Hal ini sedikitnya bertentangan dengan
iwadh yang telah diatur dalam hukum islam, sehingga beranjak dari adanya
perbedaan ini maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam
penulisan  skripsi  dengan  judul “IMPLEMENTASI  ATURAN
PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)”.
B. Rumusan Masalah

Sebagaimana hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang di
atas, maka rumusan masalahnyaadalah:
1) Bagaimana implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang
iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa?
2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi aturan
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama

Tigaraksa?
C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan implementasi dari aturan pembayaran dan alur

pendistribusian uang iwadh yang ada di Pengadilan Agama Tigaraksa.

18K eputusan Menteri Agama Rl Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang
Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.
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2. Untuk menjelaskan dan memahami tinjauan hukum islam terhadap
implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di
Pengadilan Agama Tigaraksa.

Kegunaan dari penelitian ini memiliki dua bentuk, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuka
wawasan yang lebih luas, membantu memberikan pemahaman intelektual
dalam hal mengenai implementasi aturan pembayaran dan
pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam
perspektif hukum islam, yang tentunya menjadi landasan dalam
melaksanakan Syariat Islam bagi seluruh lapisan masyarakat muslim
terutama bagi penulis secara pribadi. Disamping itu penelitian ini juga
disusun untuk dapat diajukan sebagai salah satu syarat penyusunan
skripsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung sumber bacaan
keilmuan bagi para pelajar, serta dapat menambah wawasan tentang
pengetahuan hukum islam terkait pembayaran dan pendistribusian uang
iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perspektif hukum islam,
melalui hasil penelitian ini diharapkan pembaca terutama masyarakat,
menjadi tahu dan paham mengenai masalah pembayaran dan penyaluran
uang iwadh di Pengadilan Agama, terutama terhadap pengaplikasiannya

di daerah yang dijadikan sampel penelitian penulis.
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D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian serupa yang pernah membahas mengenai
masalah pembayaran dan pendistribusian uang iwadh, hanya saja sejauh
penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada penelitian yang
menggunakan sampel serupa dengan disertai dua objek penelitian mengenai
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh, sehingga penulis
membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang
membahas masalah serupa, dari sini akan dikemukakan terkait perbedaan
antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun oleh penulis :

Pertama, naskah skripsi Ani Ratna Sari'® melakukan penelitian yang
berjudul “Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan
Tokoh Agama Kabupaten Banyumas.” Penelitian Ani Ratnamenjelaskan
pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang
ditentukan oleh pemerintah, ada yang mengatakan mubah dan sebagian
mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sah dan ada
sebagian yang menyatakan hal tersebut wajib dipatuhi. Hal tersebut dilakukan
dengan dasar kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri.

Kedua, naskah skripsi Muhammad Fauzi?® melakukan penelitian yang

berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh

Ani Ratna Sari, “Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh
Agama Kabupaten Banyumas,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020).

M. Fuazi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang iwadh dalam Cerai
Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar),” Skripsi Institut Agama Islam
Batusangkar (2017).
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dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB
Batusangkar).” Penelitian M. Fauzi mengkaji pendistribusian uang iwadh
(tebusan) di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B yang dalam praktiknya
uang iwadh tersebut tidak diberikan kepada suami tetapi diberikan kepada
Badan Kas Masjid Pusat untuk kepentingan ibadah sosial yang besarnya
hanya mencapai Rp. 10.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Agama No. 23 tahun 2007 Pasal 23 jo KMA No. 411 tahun 2000. Kemudian
dalam hukum islam tidak ditemukan khilafiyah terkait penyerahan uang
iwadh kepada selain suami, hanya saja hal tersebut dilakukan atas
sepengetahuan dan kesediaan suami terlebih dahulu.

Ketiga, naskah skripsi Muhamad Abduh?* yang melakukan penelitian
berjudul “Implementasi dan Relevansi Iwadh dari Pelanggaran Taklik talak di
Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota
Banjarmasin).” M. Abduh membahas tentang implementasi penerimaan iwad
dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin, disini
ditemukan bahwa aturan yang diterapkan di Pengadilan Agama tersebut
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun dari segi
pola penyaluran yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa perubahan yang
kurang sesuai dengan sighat taklik talak tersebut. Kemudian ditemukan
perbedaan pendapat dikalangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

mengenai harapan terkait adanya peninjauan ulang terhadap aturan iwadh dari

ZMuhamad Abduh, “Implementasi dan Relevansi Iwadh dari Pelanggaran Taklik Thalak
di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin),” Skripsi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).
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pelanggaran taklik talak, ada yang mengatakan bahwa jumlah iwadh masih
relevan, disisi lain ada yang menyatakan jumlah iwadh sudah tidak lagi
relevan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nur Azizah Hutagalung dan Edi
Gunawan?? yang berjudul “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”. Nur Azizah
mengungkapkan bahwa kewajiban istri dalam membayar uang tebusan talak
merupakan akibat hukum dari khuluk, kemudian ditemukan diantaranya
indikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai latar belakang terjadinya
khuluk, sehingga hal menimbulkan efek diskriminasi kepada pihak
perempuan. Artikel tersebut menjelaskan ketidakpastian hukum dalam
perjanjian taklik talak yang didalamnya terdapat unsur bias gender, dalam
kasus wanita sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga selama
pernikahannya kemudian dibebankan iwadh saat ia ingin terbebas dari
kemudaratan yang ia terima. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa
hukum memberikan kekuatan sepihak yang berunsur diskriminasi dan tidak
berkeadilan gender.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ali Abubakar dan Maulizawati®®

yang berjudul ‘“Persyaratan iwadh Khuluk (Analisa terhadap Pendapat

22Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” Al-MizanVol. 15, No. 1 (Tahun 2019): 183-
202, https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976.

ZAli Abubakar dan Maulizawati Maulizawati, “Persyaratan Hak ‘Iwadh Khuluk (Analisa
terhadap Pendapat Mazhab Maliki),” El-Usrah: Jurnal Hukum KeluargaVol. 1, No. 1 (Januari-
Juni 2018); 19-36., https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5566.
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Mazhab Maliki)”. Artikel Ali dan Maulizawati mengangkat permasalahan
penetapan persyaratan hak iwadh khuluk menurut Mazhab Maliki, mencari
tahu dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan
hukumnya. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa menurut
imam malik khuluk memiliki dua kemungkinan. Pertama, boleh terjadi tanpa
disertai dengan iwadh dengan alasan imam malik menjadikannya sebagai
perumpamaan yang menyamakan khuluk sama dengan talak. Kedua, tidak sah
terjadinya khuluk tanpa ada iwadh (sesuatu), terkecuali suami meniatkan
Khuluk istri sebagai talak. Kemudian dalam mengambil pembayaran iwadh
tidak diperbolehkan jika melebihi dari apa yang telah diberikan suami kepada
istri, terkecuali jika istri ridho dan tidak merasa berat hati maka hal itu
diperbolehkan. Cara berpikir yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan
hukum berdasarkan pada nash al-bayan bi al-Qaul yang menjelaskan sabda
Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. hal tersebut berdasarkan pada
Hadis yang telah diriwayatkan Imam Malik juga Hadis yang diriwayatkan Al-
Bukhari dan Al-Nasaiy juga lbnu abbas, perihal Habibah binti Sahl yang
mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya dikarenakan ia merasa
khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban dan takut akan kufur, maka ia
diperbolehkan mengajukan khuluk.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Nurhadi?* yang berjudul “Maqashid

Syaria’ah Khuluk dalam Hukum Pernikahan.” Nurhadi menjelaskan analisis

ZNurhadi, “Maqashid Syaria’ah Khuluk Dalam Hukum Pernikahan,” Jurnal Diskursus
IslamVol. 7, No. 2 (24 Agustus 2019): 252-69, https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721.
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lebih jauh terkait hakikat khuluk sebagai talak raj’i yang menurut Ibnu Hazm
merupakan ulama Mazhab Zahiri dan pendapat Ibn Qudamah yang
merupakan salah seorang ulama besar dari kalangan Mazhab Hanbali yang
mengatakan bahwa khuluk adalah fasakh. Dalam artikel ini, penelitian
tentang Khuluk dalam pernikahan dilakukan dengan menggunakan teori
Magashid syari’ah sampai kepada tingkatan maqgasid dalam aspek magashid
syari’ah al-khassah guna dapat menemukan hakikat khuluk berdasarkan pada
kedua pendapat ulama yang dijadikan sebagai sumber penelitian.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat dilihat kesamaan
mengenai topik yang dibahas antara setiap penelitian yakni, terkait dengan
masalah iwadh atau uang tebusan dan khuluk, hanya saja terlihat jelas
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun penulis.
Penelitian pertama, yang dijadikan sebagai perbandingan penelitian terdahulu
dari penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh agama
kabupaten Banyumas mengenai aturan yang diterapkan oleh pemerintah
terkait iwadh. Kedua, untuk mengetahui praktik pendistribusian uang iwadh
yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar. Ketiga, implementasi
terkait aturan uang iwadh di Pengadilan Agama Banjarmasin. Keempat,
ketidakpastian aturan perjanjian taklik talak terhadap cerai khuluk yang
dilatarbelakangi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan membebankan
iwadh kepada wanita dianggap sebagai unsur diskriminasi dan tidak
berkeadilan gender. Kelima, penelitian tentang persyaratan hak iwadh khuluk

dengan menggunakan analisis terhadap pendapat Mazhab Maliki. Terakhir,
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penelitian tentang khuluk dalam pernikahan dengan menggunakan teori
magashid syariah. Kesemuanya itu berbeda dengan fokus penulis dalam
mengangkat  permasalahan tentang uang iwadh, yang melihat
pengimplementasian pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di

Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditinjau dari perspektif hukum islam.
Kerangka Teoritik

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Khuluk ialah perceraian yang
terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada
dan atas persetujuan suaminya.?® Khuluk juga diatur dalam Pasal 148
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi:“Seorang istri yang
mengajukan gugat cerai dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya
kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan
atau alasan-alasannya”.?®

Khuluk yang menjadi langkah jalan keluar dalam penyelesaian
perceraian bagi istri berdasar pada firman Allah SWT. Sebagaimana
tercantum dalam QS. Al-Bagarah ayat 229, sebagai berikut:

s (b o i34 L T S O ) G 0 52 T 15545 O 280 0 95

274, Gl L Lagile #U4 D8 40 3304 L) Y

BKompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf i.
% |bid, Pasal 148 Ayat (1).

27 Al-Bagarah (2): 229.
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Rujukan lain yang menjadi faktor pendukung adalah hadits yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4867, Ibnu Majah no. 2047 dan Musnad
Ahmad no. 15513. Mengenai kasus istri Tsabit bin Qais yang mengadukan
perihal suaminya kepada Rasulullah SAW.

folie il Ge da Ko fe AR RS 28 A 5 e WA s B3 5 51 RS
A e i 8505 08 Y1 8 S 8581 S5 0 V5 IR b e Lkl
Jé ks alle @0 L @ 5 08 e B06 AGs atle Gl A e
28 Ge () (B 4 A Y N v g U6 ¢ Aahs galha 5 35al)

Sehingga dari ayat dan hadis tersebut, dapat diartikan bahwa seorang
istri berhak menuntut cerai kepada suaminya (khuluk) jika memang istri
khawatir tidak akan terpenuhi atau tercapainya kebahagiaan dalam rumah
tangga, bahkan hal ini bisa jadi diperlukan jika terjadi kekejaman dari suami.
Adapun kewajiban khuluk dengan tebusan, para ulama memiliki khilafiyah
mengenai masalah besar kecilnya tebusan dengan dibandingkan pada mahar
yang diberikan. Jumhur ulama serta empat imam mazhab berpendapat boleh

jika suami mengambil tebusan lebih dari uang mahar yang telah ia berikan

kepada istri.?° Beberapa ahli figih berbeda pendapat dalam menentukan kadar

ZRisalah Muslim by Mot, vasee, “HR. Bukhari: 4867 - Khuluk... Akses pada Kamis, 25
November 2021, pukul 11.56 WIB.

YMuhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh...", him.
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iwadh, setidaknya ada terdapat tiga golongan yang berpendapat mengenai

kadar iwadh,* yakni:

a. Tidak disunahkan melebihi (mahar) yang diberikan suami kepada istri,
ini merupakan pendapat dari kalangan Hambali. Khuluk menurut
kalangan ini tetap sah jika melebihi mahar, namun hukumnya makruh.
Sebagaimana hadits tentang istri Tsabit bin Qais yang telah disebutkan di
atas, “Nabi saw. memerintahkan Tsabit untuk mengambil kebunnya dan
menceraikan istrinya (tidak meminta tambahan lain).”

b. Boleh kurang atau lebih dari (mahar) yang diberikan suami kepada istri
atas dasar kesepakatan dan keikhlasan bersama, ini merupakan pendapat
dari kalangan jumhur diantaranya Imam Malik, Syafi’i ,Ibn Hazm, Ibnu
Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah dan An-Nakhai, dengan berpegang
pada Firman Allah swt. dalam potongan ayat surat Al-Bagarah ayat 229:
“...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya...” di dalam ayat ini tidak ditekankan
secara pasti berapa besar kadar uang iwadh sehingga hal ini masih
bersifat umum, meliputi apa yang dijadikan sebagai tebusan, apakah
harus sesuai kadar mahar atau tidak, apakah harus sesuai dengan jenis
mahar yang diberikan atau tidak.

c. Kadar iwadh yang berkaitan dengan nusyuz, dari kalangan Hanafi

berpendapat sebagai berikut:

%0Zulfikar Awaludin Helmi, “ implementasi aturan pembayaran Uang Iwadh di
Pengadilan Agama Cibinong,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), him. 56-57.
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1. Jika nusyuz itu bersumber dari suami maka hukumnya makruh dan
mendekati haram untuk mengambilnya kembali (iwadh) dari istri,
dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam QS An-Nisa ayat 20:
K 1550 36 150 ena) dil5 Y 255 O&a 55 dR A5 s

2. Jika nusyuz bersumber dari istri, maka suami boleh mengambilnya
(iwadh) yang diberikan istri meskipun melebihi dari (mahar) yang
telah diberikan suami kepada istri.

Sebenarnya di Indonesia belum ditemukan aturan yang berfokus pada
uang iwadh secara jelas dan rinci, Pasal 23 ayat 3 PMA No. 11 Tahun 2007
menyebutkan bahwa taklik talak diterapkan oleh Menteri Agama. Dalam
pendistribusian uang iwadh sendiri, sebagaimana taklik talak yang telah
dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 11
ayat (4) oleh Menteri Agama diatur agar dapat dipergunakan untuk
kepentingan ibadah sosial.** Kemudian dalam Keputusan Menteri Agama No.
411 Tahun 2000 hanya mengatur mengenai jumlah yang dikeluarkan untuk

uang tebusan atau iwadh, yakni sebesar Rp. 10.000 kemudian tidak dijelaskan

449,

31An-Nisa (4) : 20.
32peraturan Mentri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
33peraturan Mentri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

¥*Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh...", him.
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lebih lanjut mengenai kepada siapa uang iwadh itu akan diberikan.® Tetapi
dalam Islam telah dijelaskan dalam hadist bahwa uang iwadh diserahkan
kepada suami. Sehingga penulis berpikir, perlu kiranya untuk mengetahui
bagaimana implementasi aturan pembayaran serta pendistribusian iwadh di

Pengadilan Agama Tigaraksa dengan di relevansikan terhadap hukum islam.
F. Metode Penelitian

Membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang telah disebutkan di
atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong sebagai jenis
penelitian lapangan (field research), merupakan studi atau penelitian terhadap
realisasi kehidupan sosial masyarakat.*® Dalam praktiknya peneliti
mendatangi langsung Pengadilan Agama Tigaraksa untuk bisa mendapatkan
data berupa berkas dokumen maupun data wawancara berupa lisan maupun
tulisan, mengenai implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang
iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis atau desvriptive

reaserch. Sebagaimana dikutip oleh Riza Dewi, 3" menurut Nana Sudjana dan

%Fauzi, “Pandangan Hukum Islam...", hlm. 67.

3%6Farida Nugrahaini, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
(Solo: Cakra Books, 2014), him. 48.

3"Riza Dewi Zulhijah, “Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu
Cicendo Kota Bandung”. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia (2012):28-40, him. 28.
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Ibrahim  “Penelitian  deskriptif —adalah penelitan yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat
sckarang (pada saat penelitian dilaksanakan)”. Sifat penelitian ini
menggambarkan proses kejadian dalam situasi yang alami tanpa adanya
rekayasa dari peneliti dengan adanya pendokumentasian sistematis tentang
pelaksanaan program.3®

Melalui sifat penelitian ini, dapat disajikan sudut pandang hubungan
timbal balik antara hukum dan masyarakat, yakni dengan melihat pengaruh
hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum.
Tentunya data dan fakta yang diambil tersebut berkaitan dengan implementasi
aturan pembayaran dan pendistribusian iwadh di Pengadilan Agama
Tigaraksa dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan Kualitatif, menurut
Sugiyono®® penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan
fenomena yang termasuk dalam satu kategori, selanjutnya peneliti mencari

hubungan antar fenomena dengan jalan membandingkan perbedaan/

38Farida Nugrahaini, Metode Penelitian Kualitatif..., him. 312.

39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: PT Alfabeta,
2016), him. 9.
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persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan. Kemudian peneliti
menggolong- golongkan gejala yang mempunyai sifat-sifat yang sama dan
membuat “generalisasi” sampai membentuk sebuah teori. Penemuan teori
seperti itu dalam penelitian kualitatif disebut “grounded theory” 4

Melalui pendekatan yang diambil, penelitian dilakukan dengan
melihat fenomena mengenai masalah iwadh dengan memperbandingkan
setiap perbedaan dan persamaan yang ada untuk dapat memperoleh hasil
generalisasi yang jelas dan valid melalui telaah yang dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada juga aturan dalam hukum islam,
yang digunakam dalam menggali analisis dari implementasi aturan
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa
dalam perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

Menurut Subarsimi Arikunanto sebagaimana dikutip oleh Muhamad
Abduh,* sumber data merupakan subjek dan atau objek darimana data
tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yakni
sebagai berikut:

a.  Sumber Data Primer

“Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 1 ed. (Yogyakarta:
CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), him. 41.

“IMuhamad Abduh, “Implementasi dan Relevansi iwadh dari Pelanggaran Taklik Thalak
di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin). ”, him. 35.
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Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya
dengan melakukan pekukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket,
observasi, wawancara dan lain-lain.*2
Sumber data primer yang di ambil secara langsung dilapangan dalam
penelitian ini diambil mengenai perihal implementasi aturan iwadh
dengan menggunakan wawancara yang melibatkan 3 (tiga) orang hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa, yakni Ibu Dra. Hj. Rosmaliah, SH., M.S.I.,
Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy. dan Bapak Drs. H. Musifin, MH.
Kemudian untuk mendapatkan data lainnya yang berkaitan dengan aturan
Implementasi iwadh ini, peneliti melibatkan petugas administrasi
Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendapatkan data-data yang sesuai
dengan kebutuhan penelitian ini.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor
yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.*®* Dalam
penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku,
jurnal, karya ilmiah dan sumber rujukan sejenisnya yang berkaitan
dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data, dikarenakan penelitian ini

termasuk pada penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif,

4?Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, him. 247.

“1bid., him. 247.
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maka penulis menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan sumber data
yang akan penulis perlukan, antara lain sebagai berikut :
1. Metode wawancara
Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan, biasanya
dilakukan antara dua orang (bisa lebih) yang diarahkan oleh seorang
dengan maksud memperoleh keterangan. Kegiatan wawancara
dilakukan untuk menggali sumber informasi atau dari informan
dengan cara bertanya secara langsung. Metode ini diharapkan bisa
memberikan jawaban langsung, jujur, valid dan lengkap sehubung
dengan penelitian yang dilakukan.**
Pada tahap ini, dilakukan wawancara dengan 3 orang Hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam pelaksanaanya, terdapat
beberapa prosedur yang diawali dengan percakapan pengenalan yang
disertai dengan penciptaan topik yang akan dituju antara peneliti dan
informan mengenai aturan implementasi iwadh, kemudian dilanjut
dengan pembahasan data-data atau keterangan yang dibutuhkan dalam
penelitian.
2. Metode dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data dari sumber dokumen tertulis maupun lisan

43alim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-5 (Bandung: Citapustaka
Media, 2012), him. 119.
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seperti halnya rekaman.*® Hardani menjelaskan bahwa keabsahan data
merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari konsep kesahihan
(validitas) dan kendala (reliabilitas) menurut versi positivisme dan
disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, Kriteria serta paradigma
penelitian kualitatif itu sendiri.*®
Metode dokumentasi ini, digunakan peneliti untuk mengumpulkan
data perkara cerai khuluk yang masuk ke Pengadilan Agama
Tigaraksa selama periode 2019 sampai dengan 2020, dengan
menyertakan jumlah uang iwadh yang disyaratkan dalam perkara
tersebut.
6. Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-
kualitatif, menurut Mathew B. Miles,*’ analisis-kualitatif merupaka data yang
muncul berwujud kata-kata dan bukan berupa rangkaian angka. Analisis
kualitatif digunakan bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran saja,
tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.*® Analisis data digunakan
sebagai proses penting untuk dapat mencari dan menyusun data secara

sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

“Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, him. 265.
46 |bid, hlm. 266.
4"Dikutip oleh Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, him. 163.

“8Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 1 ed. (Mataram: Mataram University Perss,
2020), him. 106.
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sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasil dari temuan tersebut dapat
disebarluaskan kepada orang lain.*°
Teknik analisis data yang dilakukan dalam tahap ini mengikuti model
interaktif dari Miles dan Huberman, yang menggunakan alur (1) reduksi data
(data reduction), (2) penyajian data (data display), dan penarikan
simpulan/verifikasi, ketiganya merupakan suatu jalinan yang terhubung saat
sebelum, selama dan sesudah pengummpulan data dalam bentuk umum yang
disebut analisis.>® Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Reduksi Data (Data Reduction)
Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
dan transformasi data ‘“kasar” yang muncul dari catatan tertulis yang
didapatkan dari lapangan. Tahapan ini berlangsung secara terus
menerus hingga laporan akhir telah lengkap tersusun.®:
Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuannya. Oleh
karena itu, jika ditemukan adanya pandagan asing, atau hal yang
belum ditemukan polanya pada saat penelitian maka hal itulah yang
akan dijadikan perhatian peneliti untuk dilakukan reduksi data.
Kemudian melalui jawaban dari informan yang diperoleh melalui

wawancara, dilakukan pengecekan terhadap hasil pengamatan juga

49 Ibid, him. 161.
%03alim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif. him, 151.

*Hbid. him. 148.
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kesesuaian dengan dokumen lain sehingga ditemukan kenyataan
sesungguhnya. Setelah itu, dicari kesamaan dan perbedaan baik dari
persepsi, rencana dan pelaksanaan dari fokus penelitian.

Tahapan ini dilakukan dengan mengorganisasikan data berdasarkan
data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tigaraksa, baik berupa
data dokumen berupa berkas atau rekam jejak perkara cerai khul’i
yang disertai uang iwadh, ataupun data hasil wawancara yang
dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan baik dalam bentuk lisan
maupun tulisan. Setelah itu dilakukan pemilihan bagian yang penting
untuk diteliti.

Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yang dimaksudkan Miles dan Huberman, ialah
sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat memberikan
kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan
tindakan.>?

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian,
bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Dengan mendisplaykan
data, maka hal ini dapat memudahkan untuk dapat memahami apa
yang terjadi, kemudian dapat merencanakan Kkerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami.

52Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. him. 167.
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Pada tahap ini data yang telah didapatkan dijabarkan dalam beberapa
bagian dan dianalisis, dengan dihubungkan pada teori yang sudah
dikemukakan dalam kerangka teori.
3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir menurut Miles dan Huberman adalah simpulan dan
verifikasi.>® Simpulan adalah intisari yang dari temuan yang
menggambarkan pendapat-pendapat terakgur yang berdasarkan pada
uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya. Simpulan yang
kredibel merupakan simpulan akhir yang dihasilkan dengan didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.>*

Proses verifikasi dalam tahap ini merupakan tinjauan ulang terhadap
catatan lapangan, penemuan teori yang mengembankan “kesepakatan
intersubjektivitas”. Sehingga nantinya akan ditemukan kebenaran
yang kuat validitasnya tentang implementasi aturan pembayaran dan
pendistribusian uang iwadh dalam hukum positif ditunjau dari sudut

pandang hukum islam.
G. Sistematika pembahasan

Berikut ini merupakan susunan sistematika pembahasan yang dibuat
penulis untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas dengan
memperoleh gambaran selintas tentang isi secara keseluruhan dan urutan

penyajian laporan dengan cepat dalam penelitian ini:

*31bid., him. 170.

**Ibid., him. 171.
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Bab pertama, berisi pendahuluan berisi latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa
implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif
hukum islam di Pengadilan Agama Tigaraksa penting untuk diteliti. Telaah
pustaka menelusuri penelitian yang serupa mengenai implementasi aturan
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh yang pernah diteliti. Kerangka
teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis implementasi
aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum Islam
di Pengadilan Agama Tigaraksa, metode penelitian yang di dalamnya
meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan
data, metode analisis data yang digunakan untuk meneliti implementasi
aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum islam di
Pengadilan Agama Tigaraksa. Terakhir merupakan sistematika pembahasan
yang menjelaskan daftar isi dari penyusunan laporan penelitian yang
dilakukan.

Bab kedua, berisikan makna tentang cerai khuluk dalam hukum islam
dan dalam praktik di Pengadilan yang menjadi alasan awal penelitian ini,
kemudian penjelasan seputar uang iwadh dalam hukum islam dan aturan
iwadh dalam aturan perundang-undangan sebagai inti penelitian.

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Tigaraksa yang mencakup deskripsi Pengadilan Agama Tigaraksa dan
wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Kemudian hasil data dari studi

lapangan tentang cerai khuluk serta implementasi aturan pembayaran dan
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pendistribusian uang iwadh selama periode 2019 sampai dengan 2021.
Setelah itu pemaparan salah satu contoh dari cerai khuluk di Pengadilan
Agama Tigaraksa. Terakhir, pandangan hakim terkait implementasi aturan
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bab keempat, berisikan tentang analisis implementasi aturan
pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.
Kemudian direlevansikan dengan melakukan analisis terhadap tinjauan aturan
dalam hukum islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari
implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif
hukum islam di Pengadilan Agama Tigaraksa. Saran mengenai penelitian

yang dilakukan dan penutup.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa hakim di Pengadilan
Agama Tigaraksa mengenai iwadh yang diatur oleh Menteri Agama dalam
rangkaian sighat taklik talak, berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam
tulisan ini, maka peneliti dapat merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, mengenai implementasi iwadh dalam rangkaian
taklik talak di Pengadilan Agama Tigaraksa telah sesuai dengan
perundang-undangan di Indonesia, melalui KMA No. 411 Tahun 2000
tentang Penetapan Jumlah Uang Ilwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik
Talak Bagi Umat Islam, sebesar Rp.10.000. Istri akan dikenakan untuk
membayar iwadh setelah dikabulkannya perceraian sebagai pelanggaran
taklik talak yang telah dibuktikan didepan persidangan. Adapun
pendistribusian iwadh di Pengadilan Agama dilakukan dengan dua cara.
Pertama, uang iwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama dalam
jumlah banyak akan diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat
Islam untuk nantinya dapat didistribusikan demi kepentingan. Kedua,
uang iwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama dalam jumlah yang
sedikit didistribusikan langsung ke masjid terdekat, hal ini dianggap sah
karena praktik tersebut tidak menghilangkan manfaat dari iwadh.

Pengadilan Agama Tigaraksa sendiri dalam praktiknya menggunakan



134

cara kedua, karena di sana jarang dijumpai cerai gugat akibat
pelanggaran taklik talak.

2. Jika ditinjau dari hukum islam, khul’i yang terjadi karena pelanggaran
taklik talak di Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki konsep yang
sama dengan khuluk dalam Islam. Mengenai jumlah iwadh yang kecil
dalam khul’i bertujuan untuk tidak memberakan istri sebagai pihak yang
terdzolimi. Adanya perbedaan mengenai jumlah iwadh juga
penyerahannya, hal ini dikarenakan alasan yang melatarbelakangi khuluk
dan khul’i yang menyebabkan perubahan aturan iwadh yang ditetapkan
dalam perundang-undangan. Adapun pendistribusian iwadh dalam khul’i
didasarkan pada perjanjian yang ada dalam sighat taklik. Melalui
penjelasan dari pandangan hakim mengenai iwadh, hal ini dipandang
selaras dengan hukum islam, dengan melihat pada firman Allah SWT,
dalam surat al-Ma’idah ayat 7 yang artinya, “Hal orang-orang yang
beriman, penuhilah agad-agad itu”, dalam hal ini menurut para hakim
menjadi dasar dari rujukan aturan tertulis pembayaran dan
pendistribusian iwadh dengan mengaitkannya pada rumusan pada sighat

taklik yang sudah disepakati suami.
B. Saran-Saran

1. Permasalahan mengenai hal ini jarang sekali diketahui oleh banyak
orang, sehingga ada baiknya jika permasalahan ini dapat dibahas di
majelis-majelis ilmu agar masyarakat lebih banyak yang mengetahuinya

juga untuk menghindarkan istri dari kesewenang-wenangan suami.
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Diharapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk dapat
melakukan peninjauan ulang terhadap payung hukum yang mengatur
tentang hal tersebut saat ini, hal ini juga mungkin dapat membantu
menekan angka perceraian yang terjadi dibeberapa Pengadilan Agama
yang lebih banyak menerima kasus tentang hal ini.

Hendaknya Pengadilan Agama dapat lebih terorganisir mengenai
mengenai laporan tahunan penyaluran uang iwadh taklik talak ini, juga
memberikan transparansi lebih untuk dapat dimuat dalam web resmi

Pengadilan Agama agar dapat diketahui oleh lebih banyak orang.
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